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INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, TY
CONSTITUTION, AND SOCIETY

Melbourne, 27 Agustus 2023

Kepada Yth.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

JI. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110 — INDONESIA

Perihal: Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Denny Indrayana
NIK: 3173071112720013
Alamat: JI. A. Yani Km. 36, Gang Purnama No. 04,

RT. 001/RW. 006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut "Pelapor”.

Dengan ini mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terhadap:

Nama: Anwar Usman
Jabatan: Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Selanjutnya disebut "Hakim Terlapor”

Sedangkan uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim Terlapor adalah sebagai berikut:
A. TENTANG PELAPOR DAN KEPENTINGAN LANGSUNG DENGAN PENGADUAN

1. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi mengatur, "Pelapor ... adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau
organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan”. Maka,
berkait dengan ketentuan tersebut perlu dijelaskan hal-hal di bawah ini.

2. Pelapor adalah Guru Besar Hukum Tata Negara, Advokat, Caleg (sementara) DPR RI dari Partai
Demokrat Dapil Il Kalimantan Selatan. Sebagai akademisi, Pelapor berkepentingan untuk
memberikan masukan dan bersikap apresiatif ataupun kritis atas berjalannya perkara-perkara di
Mahkamah Konstitusi. Sebagai advokat, Pelapor seringkali menjadi pihak, baik sebagai Pemohon
langsung atau Kuasa Hukum dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, karena itu,
berkepentingan langsung atas dijaganya etika dan perilaku hakim konstitusi, demi terjaganya
kehormatan dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai politisi dan caleg (sementara) Partai
Demokrat, Pelapor berkepentingan agar pemilu, utamanya Pemilihan Presiden 2024, berjalan sesuai
dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan.
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Bahwa saat ini sedang berjalan tiga perkara di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menguii konstitusionalitas
syarat umur calon presiden dan wakil presiden, yang diatur dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu.
Ketiga perkara itu adalah permohonan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023,
dan Nomor 55/PUU-XXI/2023, yang pada intinya menyoal konstitusionalitas frasa syarat umur
capres dan cawapres "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun".

. Atas tiga perkara itu, Pelapor berkepentingan langsung baik sebagai Guru Besar Hukum Tata
Negara, Advokat, ataupun Caleg (sementara) Partai Demokrat agar putusan Mahkamah Konstitusi
tidak melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, khususnya "Prinsip Ketakberpihakan"
(impartiality). Utamanya pada saat ada perkara yang mempunyai benturan kepentingan antara
hakim konstitusi dengan keluarganya, sehingga hakim konstitusi tersebut harus mundur dari
penanganan perkara yang demikian, karena adanya konsep judicial disqualification atau recusal.

. TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 9 Tahun 2006, khususnya Prinsip Ketakberpihakan, pada penerapan Butir 5 huruf b
mengatur:

"Hakim konstitusi — kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan
persidangan — harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim
tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di
bawah ini: ... b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai
kepentingan langsung terhadap putusan”.

Bahwa sehubungan dengan Prinsip Ketakberpihakan di atas, Pelapor menduga bahwa Hakim
Terlapor telah melanggar Butir 5 huruf b di atas, sehubungan Hakim Terlapor masih menjadi hakim
konstitusi yang turut memeriksa tiga perkara sebagaimana didalilkan dalam posita ke 3 (tiga)
tersebut.

. Bahwa sudah menjadi fakta dan pengetahuan umum, sehingga bahkan tidak perlu dibuktikan lebih

jauh, bahwa Hakim Terlapor telah menikahi Idayati, yang tidak lain adalah adik kandung Joko Widodo
("Jokowi"), yang tidak lain adalah Presiden Republik Indonesia. Bahwa dengan demikian, Hakim
Terlapor terbukti mempunyai hubungan keluarga dengan Jokowi, dan dalam kaitan laporan a quo,
dengan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka ("Gibran").

Bahwa hubungan keluarga antara Hakim Terlapor dengan Gibran (dan Jokowi), menyebabkan
Hakim Terlapor seharusnya mengundurkan diri dari pemeriksaan tiga perkara pengujian UU
Pemilu tersebut di atas, karena yang diuji adalah syarat umur menjadi capres dan cawapres, yang
nyata-nyata mempunyai benturan kepentingan langsung dengan keluarganya sendiri, yaitu potensi
Gibran (Jokowi) menjadi kontestan dalam Pilpres 2024.

Bahwa, meskipun Gibran (dan Jokowi) bukanlah pihak langsung yang berperkara menguii tiga
permohonan UU Pemilu di atas, tetapi berdasarkan penalaran dan logika hukum yang wajar, akibat
dari putusan atas tiga perkara pengujian UU Pemilu di atas, bukan hanya berlaku untuk semua
orang (erga omnes), tetapi lebih khusus punya akibat langsung dengan kepentingan
langsung, yaitu kesempatan dan potensi Gibran untuk maju sebagai kontestan dalam Pilpres
2024.
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10. Bahwa sudah menjadi rahasia umum, dan diberitakan oleh berbagai media di banyak kesempatan,
bahwa dalam proses mengajukan calon presiden dan wakil presiden untuk kontestasi Pilpres 2024,
nama dan sosok Gibran menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan oleh partai-partai politik untuk
menjadi salah satu kontestan pilpres. Beberapa link berita tersebut di antaranya adalah:

a. https://lwww.suara.com/news/2023/08/22/232728/soal-peluang-jadi-cawapres-gibran-tunggu-
putusan-mk-hingga-khawatir-gak-ada-yang-pilih

b. https://nasional.kompas.com/read/2023/07/28/17250001/gibran-jawab-peluang-maju-di-pilpres-
jika-mk-kabulkan-gugatan-soal-umur

c. https://www.tvonenews.com/berita/nasional/123951-hasil-survei-sebut-gibran-rakabuming-
raka-potensial-jadi-cawapres-prabowo-subianto

d. https://bestie.suara.com/read/2023/04/10/204106/survei-Isi-gibran-masuk-radar-calon-
presiden-2024

e. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230801193947-617-980654/pkb-akui-nama-baru-
bisa-muncul-jika-gugatan-usia-cawapres-dikabulkan

11. Bahwa putusan MK soal syarat umur capres-cawapres tersebutlah yang sekarang ditunggu-tunggu
bukan hanya oleh partai-partai politik, tetapi oleh publik secara luas, karena akan berkorelasi
langsung dengan tertutup atau terbukanya peluang Gibran dalam menjadi kontestan dalam Pilpres
2024, sebagaimana tergambar dari beberapa link berita di atas.

12. Bahwa Presiden Joko Widodo telah secara resmi memberikan Keterangan Presiden, melalui
perwakilan pemerintah, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, yang pada intinya tidak
menolak permohonan dan menyerahkan soal syarat umur capres dan cawapres kepada Mahkamah
Konstitusi. Sebagaimana diberitakan antara lain dalam:

a. https://nasional.kompas.com/read/2023/08/01/16311861/kompak-dpr-dan-pemerintah-beri-
sinyal-setuju-batas-usia-capres-turun-ke-35

b. https://kumparan.com/kumparannews/dpr-dan-pemerintah-isyaratkan-dukung-usia-capres-
cawapres-minimal-35-tahun-20uK0LoKGc5

c. https://news.detik.com/pemilu/d-6854518/dpr-dan-pemerintah-beri-sinyal-setuju-batas-usia-
capres-cawapres-35-tahun

d. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230801161707-12-980552/dpr-dan-pemerintah-beri-
sinyal-setuju-usia-capres-cawapres-35-tahun

e. https://lwww.gatra.com/news-577246-politik-dpr-dan-pemerintah-setuju-turunkan-batas-
minimal-usia-capres-cawapres-ini-respon-pengamat.html

13. Bahwa sikap Presiden Republik Indonesia (dan DPR) yang demikian, sebenarnya meskipun tidak
bisa dikatakan keliru, adalah pilihan sikap yang tidak lazim dalam perkara pengujian undang-undang,
di mana Presiden hampir selalu mempertahankan norma aturan yang diuji konstitusionalitasnya ke
Mahkamah Konstitusi.

14. Bahwa ketidaklaziman tersebut, harus menjadi perhatian dan pertimbangan dalam memutus laporan
a quo, dan dalam batas penalaran yang wajar, mesti dianggap sebagai munculnya potensi benturan
kepentingan antara Presiden Jokowi, dengan persoalan Pilpres 2024, yang sekali lagi terkait dengan
kemungkinan majunya Gibran, anaknya sendiri, sebagai kontestan dalam Pilpres 2024. Apalagi,
dalam banyak kesempatan Presiden Jokowi sudah secara terbuka menyatakan akan cawe-cawe
dalam persoalan Pilpres 2024, yang salah satunya terbuka lewat memajukan anaknya Gibran
sebagai kontestan dalam Pilpres 2024.
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Bahwa jika ada argumentasi bahwa Hakim Terlapor tidak perlu mengundurkan diri dari tiga perkara
pengujian UU Pemilu terkait syarat umur capres-cawapres tersebut, karena Gibran (dan Jokowi)
bukan pihak, ataupun termohon dalam tiga perkara tersebut; atau karena putusan tidak berkait
dengan Gibran (dan Jokowi) sebagai keluarga terlapor, karena berlaku buat semua (erga omnes),
maka Pelapor berpandangan pendapat demikian seolah-olah benar, padahal keliru.

Tiga permohonan yang menyoal syarat umur capres-cawapres itu memang dalam kondisi normal
tidak berkait langsung dengan Gibran (dan Jokowi). Namun, fakta dan kondisi politk sudah
menunjukkan bahwa Gibran menjadi salah satu kandidat bakal cawapres yang disuarakan oleh
beberapa kalangan, termasuk partai politik. Bukan rahasia umum, bahwa putusan Mahkamah
Konstitusi terkait ketiga permohonan itu menjadi salah satu permohonan yang ditunggu-tunggu
karena dianggap sebagai salah satu penentu konstelasi dan kontestasi paslon dalam Pilpres 2024.
Lagi-lagi, dalam kaitan menunggu putusan Mahkamah tersebut, salah satu figur yang akan
terdampak adalah Gibran (dan Jokowi), yang merupakan keluarga dari Hakim Terlapor.

Bahwa meskipun benar putusan Mahkamah akan bersifat erga omnes artinya berlaku untuk semua,
bukan orang per orang, tetapi dalam hal perkara yang berkaitan dengan maju sebagai
kontestasi dalam pemilihan presiden, maka pribadi yang mempunyai peluang menjadi
pasangan capres-cawapres, tetaplah terbatas, alias tidak semua orang. Artinya, yang secara
faktual mendapatkan kesempatan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024, juga tetaplah sangat
terbatas, dan hanya sangat sedikit orang dari seluruh Rakyat Indonesia yang berhak untuk dipilih.
Saat ini, dari sangat sedikit orang itu, Gibran (Jokowi) adalah yang telah masuk radar dan
diperhitungkan dalam berbagai survei, dan karenanya putusan Mahkamah atas tiga
permohonan uji konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres tersebut, harus dibaca
sebagai berkait langsung dengan kepentingan politik Gibran (dan Jokowi) dalam Pilpres 2024.

Oleh karena itu, Hakim Terlapor harus mengundurkan diri dari penanganan tiga perkara tersebut,
karena ada "... anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan"”.

Bahwa kalau ada argumen, penolakan Hakim Terlapor seharusnya dilakukan lebih awal, agar tidak
menggangu jalannya penanganan perkara dan mengganggu proses persidangan, yang berarti juga
melanggar prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka Pelapor berpandangan, bahwa
seharusnya sedari awal, Hakim Terlapor sendiri dengan standar etika "Negawaran" nya sudah bisa
mengukur ada potensi benturan kepentingan dalam penanganan tiga permohonan tersebut. Bahwa,
kalaupun saat awal, potensi benturan kepentingan itu tidak terlalu menonjol, dan saat ini makin
terlihat bahwa putusan perkara-perkara a quo akan sangat berkaitan dengan kepentingan
politik Gibran (dan Jokowi) untuk dapat maju—atau tidak maju, sebagai kontestan dalam
Pilpres 2024, maka mundurnya Hakim Terlapor di tengah-tengah penanganan perkara saat ini
pun, sebelum perkara diputus, adalah tindakan yang lebih baik, ketimbang tidak mundur sama
sekali. Better late than never.

Tindakan demikian tidak dapat dianggap sebagai mengganggu kemandirian hakim ataupun
kemerdekaan kekuasaan kehakiman, karena dilakukan justru dengan maksud menegakkan Prinsip
Ketakberpihakan sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Bahwa dengan berbagai uraian dan argumentasi di atas, maka menjadi jelas, tidak mundurnya

Hakim Terlapor dari penanganan tiga permohonan yang terkait konstitusionalitas syarat umur
capres-cawapres tersebut, nyata-nyata telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim
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Konstitusi, khususnya Prinsip Ketakberpihakan, pada penerapan Butir 5 huruf b,
sebagaimana disebutkan dalam dalil ke 5 (lima) di atas.

TENTANG PERMINTAAN PROVISI

Bahwa karena saat ini persidangan sedang berlangsung dan akan menjelang putusan, maka Pelapor
memohon pemeriksaan dan putusan dugaan pelanggaran etika ini dilakukan dalam waktu segera,
sebelum putusan dibacakan.

Bahwa pemeriksaan dan putusan yang secepat mungkin itu diperlukan agar segera ada kepastian
hukum, serta agar tidak dianggap mengganggu jalannya persidangan, ataupun dikritik sebagai
mengganggu kemandirian hakim dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Bahwa justru dengan pemeriksaan dan putusan etik dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
yang segera, sebelum putusan tiga permohonan tersebut, maka maksud dari pelaporan a quo yang
demi menegakkan prinsip Ketakberpihakan menjadi ada relevansi dan efektivitasnya. Kalau
pemeriksaan dan putusan etik dilakukan setelah tiga permohonan tesebut diputus Mahkamah
Konstitusi, maka tidak ada lagi pengaruh dan dampaknya bagi tegaknya prinsip Ketakberpihakan
dalam dugaan pelanggaran etika karena perkara yang diperiksa Hakim Terlapor berkait langsung
dengan keluarganya Gibran (dan Jokowi).

PETITUM

Memutuskan Hakim Terlapor harus mundur dari 3 (tiga) perkara, yaitu Perkara Nomor 29/PUU-
XXI1/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023, terkait konstitusionalitas norma
dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu, yaitu frasa syarat umur capres dan cawapres "Berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun".

Memutuskan Hakim Terlapor melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi khususnya
Prinsip Ketakberpihakan, pada penerapan Butir 5 huruf b.

Menjatuhkan sanksi etika berat kepada Hakim Terlapor, berupa pemberhentian sebagai Hakim
Konstitusi, atau paling tidak sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Atau, jika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pelapor memohon putusan yang
seadil-adilnya ex aequo et bono.

Salam Integritas,

Pmmayana, Sa LL.M., Ph.D.

Pelapor
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